
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 8
TAIIUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 71 TAHUN 2O1A TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DSA

GUBERNUR RIA{I
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 12 TAHUN 2019

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (5) Peratuian Presiden
Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Fisik Tahun 2079, dalan hal APBD tahun
anggai'an berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian
alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi
mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah menyesuaikan
alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului perubaian APBD
dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah
mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggran
berkenaan;

bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telall
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, pergeseran antar rincian objek belanja berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran
antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaal dilakukan
atas persetqjuan Sekretaris Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat l2), ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya
mencakup program dan kegiatan pelayanal dasar
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masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun
Anggaran berjalan dar keperluan mendesak lainnya yang
apibita ditunda akan menimbulkan kerugian yang iebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

bahwa berdasarkan angka V.47 Lampiran Peraturan Menleri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman
PenJ,.usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 dinyatakan dalam rangka mengantrsrpasr
kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran pada jenis belanja tidak terduga dan/atau program
dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pclaksanaarr
Pemilihan umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran
20191'

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tal.'tn 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dalam keadaan darurat,
Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran
yang belum tefsedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2019 dinyatakan pengeluaran sebagarmana
dimaksud pada ayat (1) termasuk beianja untuk keperluan
mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :

a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masvarakat;

c) kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d) keglalan prioritas nasional;
e) kegiatan wajib mengikat;
1) kunjungan kepala negara;
g) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf I perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;
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Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang Undang (Lembaran
Negara Repubiik lndonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r6+6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679):

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inrlnne<ia Nnmnr 4575\'

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesja
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar:l
Republik Indonesia Nomor 58B? 1,

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tenLang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daefah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20i1
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
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K€uangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republ"ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

tel;h diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2O18 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hirkum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penjrusunan Anggaian Pendalata! dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70 1);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

IRPJPD-) Provinsi Riau Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah

i.ouin"i Ri.,t Tahun 2oO9 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12'fallun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2OOq tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPb) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 {Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Iahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
{RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2O1'4-2OI9 (Lembaran Daerah
irovinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimara telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Pelaturan Daerah Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tah:un 2074-2019 (Lembaran

Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 "faF'un 2018
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
anggarin 20tO (l,embaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018
Nomor 22);

17. Peratuian Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsr

Riau Tahun 20J 8 Nomor 73);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TTNTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 7I TAHUN 2O1A TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiral I dan Lampiran II Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2019
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Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor
71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaral Pendapatan
dar1 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Lampiran I dan Lanpiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor
8 Tahun 2019 Tentang Perubaian Atas Peraturan Gubernur
Riau Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaral Anggarar
Pendapatap dan Belarlja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahr.:n 2019 Nomor 8) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gub€rnur
diundangkan.

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Maret 2019

ruA

SYAMSUAR
Diundangkan di Peka
pada tanggal 6 Mare

SEKRETARIS SI RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 1 2
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